BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 446/209/44.1/ TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN STATUS BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
' KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

bahwa berdasarkan pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor
58 tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 1 Tahun 2008 , Pemerintah Daerah dapat membentuk
BLUD untuk menyediakan barang dan/atau jasa layanan
umum serta mengelola dana khusus dalam rangka
meningkatkan ekonomi dan/atau  pelayanan kepada
masyarakat ;

Menimbang : a.

b. bahwa berdasarkan Penilaian dari Tim Penilai Penetapan
Status BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Cilacap telah memenuhi syarat-syarat substantif, teknis dan
administratif sebagai unit kerja yang akan menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-
BLUD ) sehingga layak untuk dapat ditetapkan statusnya
menjadi BLUD — Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Cilacap dengan Keputusan Bupati Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



Menetapkah
PERTAMA

KEDUA

10.

11,
12,

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antdra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD); ( Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 11). -

MEMUTUSKAN :

: Pemberian status penuh Badan Layanan Umum Daerah — Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut
” BLUD -~ RSUD Kabupaten Cilacap ”.

* Atas Penetapan Status sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
Keputusan ini, maka BLUD - RSUD Kabupaten Cilacap
melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD , meliputi :

a. hak untuk mendapatkan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan dan hak- hak lain yang sah ;

b. kewajiban untuk memberikan pelayanan umum berupa

pgnyelenggaraan_ pelayanan kesehatan dan pelayanan umum
lainnya yang berkaitan serta mendukung penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Cilacap ;



¢. fleksibilitas delam pengelolaan kevangan berupa keleluasaan
univk mencrapkan prakiek-praktck bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan keschatan kepsda masyarakat dalam
rangka memmukan kocjuhteraan umum, schagai pengecualian
dari ketentuan pengelolean kevangan daerah pada umumnya;

d. flcksibilitas sebagaimana dimaksud hured' ¢ adalah schagai
berikut :

1. Pengelolaan secara langsung  sclurwh  pendapatan.
BLUD kecuali yang berasal dari hibuh bersyarat untuk
membfayai belanja BLUD :

2. Pengelolaan harang ;

3. Pengeloaan ytang, piutang dan investags °

4. Perumusan standar. kebijakan, sistem dan proscdure
pPengelofan  Keuangan ;

5. Pengadaan Barang dan Jaga .

KETIGA : Pola Pengelotaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA Keputusan ini dilaksanakan gesuai ketentugn perundang-
undangan yang beriaky .

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LASTORO



